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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek aktor, konteks dan proses kebijakan pada koherensi 

kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen kebijakan, 

data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Analisis Konten dan Analisis Fenomenologi Transendental 

digunakan pada penelitian ini. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah 1) teori 

Koherensi Kebijakan yang dikembangkan oleh Nilsson, 2) teori Segitiga Kebijakan yang dikembangkan oleh Walt 

and Gilson, serta 3) teori Kerangka Koalisi Advokasi oleh Sabatier & Jenkins sebagai triangulasi metode. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa koherensi Kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan cukup baik 

namun belum optimal, sebab tidak ditemukan objektif tertulis mengenai penganekaragaman persediaan pangan 

yang sesuai dengan skor Pola Pangan Harapan ataupun Gizi Seimbang di dalam kebijakan Food Estate. Interaksi 

antara aktor, konteks, serta proses pembuatan kebijakan Food Estate berhubungan erat dan saling mempengaruhi 

koherensi kebijakan. Menggunakan Kerangka Koalisi Advokasi sebagai triangulasi metode, diketahui Organisasi 

Masyarakat Sipil maupun Pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai ketahanan pangan dan gizi, tetapi 

Organisasi Masyarakat Sipil memiliki kepercayaan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah mengenai cara 

yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi. 
 

Kata kunci: ketahanan pangan dan gizi, kebijakan pangan, food estate, koherensi kebijakan  

 
 

Abstract 
The objective of this study is to determine how the actor, context and policy process in coherence of Food Estate 

policy with the Food Security and Nutrition Policy. This study adopted a qualitative single case study design 

drawing on in-depth interviews, policy document review and literature study. Content Analysis and Transcendental 

Phenomenological Analysis were used in this study. The theories used as analytical tools in this research are 1) 

Policy Coherence theory developed by Nilsson, 2) Policy Triangle theory developed by Walt and Gilson, and 3) 

Advocacy Coalition Framework theory by Sabatier & Jenkins as a triangulation method. The results show that the 

coherence of the Food Estate Policy with the Food Security Policy is acceptable but not being at its optimum, 

because there is no objective written that represent Skor Pola Pangan Harapan or Pedoman Gizi Seimbang. The 

interactions between actors, context, and policy-making process are closely related and influence policy coherence. 

Using the Advocacy Coalition Framework as a triangulation method, it is known that both civil society 

organizations and the government want to achieve food and nutrition security, but civil society organizations have 

different approaches regarding how to achieve food and nutrition security. 

 
Keywords: food and nutrition security, food policy, food estate, policy coherence  

 

Pendahuluan 

Indonesia mengalami perubahan 

ekonomi dan sosial yang cepat. Pendapatan 

per kapita, meningkat dari $2144 pada 

tahun 2000 menjadi $4285 pada tahun 2018 

(World Bank, 2019). Dengan pesatnya 

pertumbuhan ekonomi, pada saat yang 

bersamaan, Indonesia masih berkutat 

dengan masalah gizi dan kesehatan. Masih 

terdapat 30% balita mengalami stunting di 

tahun 2018 (RISKESDAS, 2018) dan 

masalah gizi lain belum membaik. Kini, 
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Indonesia dihadapkan dengan triple burden 

of malnutrition (Rah et al., 2021). 

Bersamaan dengan stunting, terdapat 

peningkatan angka kegemukan dan obesitas 

pada dewasa, dari 19,1% pada tahun 2007 

menjadi 35,4% pada tahun 2018, serta 

persentase anemia pada ibu hamil sebesar 

48,9% (RISKESDAS, 2018). Triple burden 

of malnutrition seringkali dikaitkan dengan 

peningkatan harapan hidup dan  pesatnya 

perkembangan ekonomi, yang disertai 

dengan peningkatan ketersediaan pangan, 

khususnya pangan olahan yang tinggi 

lemak (R. R. C. Shrimpton, 2013). 

Pada tahun 2019, skor Pola Pangan 

Harapan Indonesia mencapai angka 90,8 

(Badan Ketahanan Pangan, 2020). Namun 

temuan Mehraban & Ickowitz (2021) 

menunjukan keanekaragaman konsumsi 

masyarakat terus turun dari tahun 2000 ke 

tahun 2015. Menurut, FAO, pola konsumsi 

pangan di Indonesia tergolong ketegori 

buruk karena konsumsi didominasi 

karbohidrat, dengan rendahnya asupan 

protein dan vitamin (FAO, 2021). 

Menyadari akan adanya tantangan besar ini, 

pemerintah Indonesia secara resmi 

menyerukan agar pendekatan yang 

dilakukan lebih terintegrasi dan multisektor 

dalam mengatasi masalah-masalah 

malnutrisi (Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2018) yaitu 

dengan melaksanakan penanganan yang 

lebih komprehensif, baik dari sisi intervensi 

gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. 

Dari sisi intervensi gizi sensitif, 

keragamanan pangan tidak saja penting dari 

sisi konsumsi (demand) saja, tapi juga dari 

sisi penyediaan (supply) (Cheng et al., 

2017; Khoury et al., 2014).  

Penelitian ini memfokuskan 

bahasan pada sisi penyediaan (supply) 

pangan dengan melihat aspek 

penganekaragaman pangan dari kebijakan 

Food Estate sebagai upaya peningkatan 

ketahanan pangan dan gizi. Secara global, 

riset membuktikan bahwa kebijakan berupa 

penyediaan bahan pangan yang berkualitas 

dan beragam kerap berbenturan dengan 

kebijakan yang bertujuan pertumbuhan 

ekonomi (Baker et al., 2014; Billings et al., 

2021b; Margulis, 2013; Thow et al., 2018). 

Benturan yang disebabkan oleh 

perbedaannya tujuan dan objektif dari 

kebijakan yang lintas sektor menghasilkan 

inkoherensi kebijakan (Hoebink et al., 

2005; Hommels et al., 2013). Padahal, 

koherensi kebijakan merupakan prioritas ke 

17 dalam Sustainable Development Goals 

(United Nation, 2015). 
 

Tinjauan Teoritis 

Koherensi kebijakan menjadi tujuan 

yang sangat penting dalam tata kelola dan 

pembuatan kebijakan (Nilsson et al., 2012). 

Tuntutan untuk pembuatan kebijakan yang 

lebih koheren sering dibuat dengan 

mengacu pada interkoneksi yang semakin 

kuat antara ekonomi yang berbeda, bidang 

kebijakan sosial dan lingkungan, dan 

kebutuhan akan regulasi yang lebih cerdas. 

Analisis koherensi kebijakan telah 

disebutkan merupakan alat yang penting 

untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kebijakan (Parsons & Hawkes, 

2018).  Penelitian menunjukan bahwa 

koherensi dalam perencanaan dan aksi di 

dalam dan di seluruh sektor yang relevan 

pada pangan dan gizi adalah kunci 

kemajuan yang signifikan dalam 

mengurangi masalah-masalah terkait 

malnutrisi (Heidkamp et al., 2021). Oleh 

sebab itu, koherensi menjadi penting untuk 

diinvestigasi lebih dalam adalah tingkat 

keselarasan antara kebijakan dan program. 

 

 

Penentu utama yang mendasari 

pemenuhan gizi yang cukup adalah akses ke 

makanan bergizi yang cukup, lingkungan 

yang sehat, akses ke layanan kesehatan, dan 

praktik perawatan yang memadai untuk 

anak dan ibu (FAO, 2020). Namun, 

penyebab mendasar ini dipengaruhi oleh 

serangkaian masalah yang mendasar, 

seperti lingkungan politik, kesetaraan 

gender, dan sumber daya ekonomi. 

Intervensi gizi datang dari pendekatan di 

banyak sektor, hal ini yang bertujuan untuk 
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memberikan dampak pada pada determinan 

gizi yang paling dasar atau disebut sebagai 

intervensi nutrition-sensitive , sedangkan 

intervensi nutrition-spesific khusus 

berperan untuk dapat memengaruhi 

determinan langsung dari malnutrisi. 

Pertanian sangat penting bagi status gizi, 

baik sebagai penentu langsung konsumsi 

pangan rumah tangga maupun melalui 

perannya dalam mata pencaharian dan 

sistem pangan. Terdapat pemahaman yang 

berkembang bahwa pembangunan 

pertanian memberikan titik masuk yang 

jelas dan diperlukan bagi upaya perbaikan 

gizi (FAO, 20114) 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Teori yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Teori Koherensi Kebijakan oleh 

Nilsson et all (2012) untuk mengetahui 

koherensi dua kebijakan. Teori lainnya 

yang digunakan adalah teori Segitiga 

Kebijakan  (Policy Triangle) oleh Walt and 

Gilson (1994) yang digunakan sebagai 

kerangka sekaligus pisau analisis dalam 

melihat aspek aktor, proses, konteks dan 

konten dari kebijakan yang kemudian digali 

dengan sejumlah pertanyaan kritis dari 

Palmer and Short (1994). Penelitian ini juga 

menggunakan Teori Kerangka Koalisi 

Advokasi (Advocacy Coalition 

Framework) oleh Sabatier & Jenkins (1993) 

sebagai triangulasi metode untuk 

mengetahui sistem kepercayaan aktor 

masyarakat sipil terhadap kebijakan 

ketahanan pangan dan gizi serta 

pembangunan pertanian. Wawancara 

mendalam (n=3), mengulas dokumen 

kebijakan (n=5 kebijakan food estate, n=14 

kebijakan ketahanan pangan dan gizi) dan 

studi literatur dilakukan untuk mengambil 

data primer maupun sekunder.  
 

Hasil dan Pembahasan 

Koherensi Kebijakan Food Estate 

dengan Kebijakan Ketahanan Pangan 

dan Gizi 

 Tidak ditemukan objektif 

penganekaragaman persediaan pangan yang 

sesuai dengan skor pola Pangan Harapan 

ataupun Gizi Seimbang tertulis pada 

kebijakan Food Estate. Analisis koherensi 

kebijakan telah disebutkan merupakan alat 

yang penting untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas kebijakan (Parsons & 

Hawkes, 2018).  Penelitian menunjukan 

bahwa koherensi dalam perencanaan dan 

aksi di dalam dan di seluruh sektor yang 

relevan pada pangan dan gizi adalah kunci 

kemajuan yang signifikan dalam 

mengurangi masalah-masalah terkait 

malnutrisi (Heidkamp et al., 2021). Untuk 

memaksimalkan hasil yang diharapkan 

terkait target gizi kesehatan masyarakat, 

studi terkini memberikan penekanan khusus 

pada pentingnya ‘enabling environment' 

(Billings et al., 2021a; Du Plessis et al., 

2018; Gillespie et al., 2019), yang 

didefinisikan sebagai proses politik dan 

kebijakan yang membangun dan 

mempertahankan tujuan untuk dapat 

mengimplementasi kebijakan yang efektif 

dalam rangka mengurangi semua bentuk 

malnutrisi. Hal ini membutuhkan koherensi 

kebijakan yang maksimal, yang 

memerlukan aspek “konsistensi” dan hasil 

yang selaras dan harmonis di seluruh bidang 

dan sektor kebijakan tanpa mengorbankan 

tujuan di sektor lainnya (Dubé et al., 2014; 

Huttunen et al., 2014).  

Nihilnya objektif atau indikator-

indikator terkait penganekaragaman 

penyediaan pangan pada kebijakan food 

estate, merupakan tantangan bagi praktisi, 

peneliti maupun mahasiswa gizi kesehatan 

masyarakat bagaimana bersama dengan 

pembuat kebijakan pembangunan ekonomi, 

atau pertanian, untuk bersama menentukan 

objektif dan menjaga objektif 

penganekaragaman penyediaan pangan 

pada kebijakan lintas sektor tetap berlanjut. 

Praktisi juga akademisi gizi kesehatan 

masyarakat turut dalam memantau, 

mengawasi dan terlibat dalam pembentukan 

kebijakan terkait sistem pangan, agar dapat 

membawa agenda penganekaragaman 

pangan pada kebijakan-kebijakan sektor 
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lain, demi mencapai kualitas pangan yang 

lebih baik, tanpa mengabaikan tujuan 

pembangunan ekonomi (McDermott et al., 

2015). Perlunya ada peningkatan partisipasi 

oleh masyarakat sipil yang berfokus pada 

gizi dan kesehatan masyarakat, agar agenda 

penganekaragaman pangan untuk mencapai 

ketahanan pangan dan gizi bisa terus masuk 

dalam dengan forum-forum ekonomi atau 

pertanian. Ilmu gizi kesehatan masyarakat 

perlu kembali terhubung dengan 

determinan-determinan sosial serta 

lingkungan, jika tidak, kecanggihan ilmu 

gizi dan kesehatan masyarakat akan terus 

irrelevan dengan kebijakan-kebijakan yang 

ada (Lang, 2005) 

 

Keterkaitan Variabel Aktor, Proses dan 

Konteks dengan Variabel Koherensi 

Kebijakan: Analisis Kebijakan dengan 

Model Segitiga Kebijakan 

  Hal yang hendak dijelaskan pada 

pembahasan dengan pisau analisis Walt dan 

Gilsonn ini adalah, mengapa terjadi 

inkoherensi kebijakan Food Estate terhadap 

kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi? 

Berdasarkan hasil temuan, peran praktisi 

gizi kesehatan masyarakat tidak ditemukan 

dalam proses pembuatan kebijakan Food 

Estate. Menurut Ruel & Alderman (2013), 

keterlibatan banyak sektor dalam suatu 

program atau kebijakan menunjukan 

terdapat banyak agenda yang ingin 

dipertahankan di dalamnya. Pihak privat 

mempunyai banyak peran dalam proses 

pembuatan kebijakan ini food estate.  

Terlibatnya PISAgro baik secara global 

hingga nasional, menambah pihak yang 

tergabung dalam sebuah proses yang sangat 

kompleks. Proses pembuatan kebijakan 

menjadi arena pertarungan masing-masing 

aktor dalam rangka mempertahankan 

agenda masing-masing. Pada proses ini, 

pembuat kebijakan perlu memikirkan 

berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan, seperti kelayakan, 

prioritas pemangku kepentingan, dampak 

kesehatan, serta pertimbangan sosial-

politik. Di tengah upaya memperjuangkan 

agenda tersebut, keterlibatan aktor yang 

membawa agenda penganekaragaman 

ketersediaan pangan yang sesuai dengan 

pedoman gizi seimbang, tidak ditemukan. 

Nihilnya Nutrition Champion menjadi salah 

satu alasan mengapa objektif gizi tidak 

tertulis dalam kebijakan Food Estate, sebab 

tidak cukup kehadiran aktor yang 

mempertahankan agenda gizi pada proses 

kebijakan Food Estate. Nutrition Champion 

adalah individu/kelompok yang 

menggunakan platform dan pengaruh 

mereka untuk memposisikan gizi sebagai 

prioritas politik utama di skala global,t 

ingkat regional, nasional maupun lokal. 

Nutrition Champion merupakan bagian 

integral dalam membangun dan 

mempertahankan komitmen politik untuk 

gizi (Scaling Up Nutrition & Transform 

Nutrition, 2020) 

Pada aspek Proses Kebijakan, 

ditemukan bahwa proses pembuatan 

kebijakan Food Estate pada tahap Agenda 

Setting dan Formulasi Kebijakan 

dilaksanakan pada rapat terbatas. Hal ini 

yang mungkin dapat menjadi alasan 

mengapa tidak ada target serta indikator 

yang tertera pada kebijakan Food Estete. 

Padahal, dengan berfokus pada faktor-

faktor seperti undang-undang dan 

peraturan, serta komitmen komitmen politik 

untuk tujuan tertentu, kebijakan ketahanan 

pangan dan gizi dan program yang 

dihasilkan dapat diubah dan ditingkatkan 

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Kebijakan yang evidence-informed telah 

meningkatkan kesehatan populasi selama 

beberapa dekade; namun memang, dalam 

banyak konteks, sebagian besar hambatan 

terjadi karena kurangnya keterlibatan aktor 

pembawa evidence dalam hal kesehatan 

masyarakat, berperan dalam proses 

penetapan agenda maupun formulasi 

kebijakan (Fielding & Briss, 2006; Reeve et 

al., 2021).  

Pada aspek konteks faktor Situasi 

berupa pandemi covid-19 meningkatkan 

kemungkinan akan terjadinya kerawanan 

pangan. Narasi awal yang berkembang 

mengenai Food Estate pun demikian, 

bahwasanya Food Estate dibentuk untuk 
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mengantisipasi peringatan FAO. Hal ini 

menjadi berkaitan dengan faktor Struktural 

mengenai disahkannya UU Cipta Kerja 

sebab disebutkan bahwa salah satu alasan 

UU Cipta Kerja dalam rangka pemudahan 

dan percepatan proyek strategis nasional. 

Kebijakan Food Estate lahir melalui Perpres 

tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Kemudian, PSN juga terkait dengan 

program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Diketahui selama terjadinya 

pandemi, kegiatan dunia usaha mengalami 

gangguan yang signifikan baik dalam 

proses produksi, distribusi, dan kegiatan 

operasional lainnya yang pada akhirnya 

mengganggu kinerja perekonomian. Maka 

dibentuklah program PEN yang merupakan 

bentuk respon kebijakan yang ditempuh 

oleh Pemerintah dalam upaya memberikan 

dukungan untuk dunia usaha. Disebutkan 

dalam kebijakan yang mengatur PEN, 

bahwa PSN termasuk dalam program yang 

didukung oleh PEN. Dalam situasi darurat 

seperti pandemi, setiap negara 

mengeluarkan upaya dan strategi masing-

masing, Food Estate merupakan salah satu 

strategi yang diambil pemerintah ketika 

pandemi. 

 

Triangulasi Metode: Analisis Sistem 

Kepercayaan dengan Kerangka Koalisi 

Advokasi 

Teori Kerangka Koalisi Advokasi 

bergargumen bahwa, seseorang (atau 

sekelompok orang) berusaha mewujudkan 

keyakinannya dalam sebuah bentuk 

kebijakan. Peneliti menggunakan teori ini 

sebagai triangulasi metode untuk 

memahami sistem kepercayaan yang 

diyakini oleh masyarakat sipil yang 

menolak kebijakan Food Estate. Dari hasil 

wawancara, diketahui 3 level sistem 

kepercayaan OMS Sistem kepercayaan ini 

yang menjadi dasar terbangunnya pendapat 

dan keyakinan mengenai ketahanan pangan 

dan gizi serta pandangan terhadap Food 

Estate. Sistem kepercayaan ini yang 

menjadi dasar bangunan arguman aktor 

kebijakan. Peneliti memetakan argumen 

organisasi masyarakat sipil ke dalam enam 

tema besar, yaitu Demokrasi Pangan, 

Pembangunan Pertanian Alternatif, 

Produsen Pangan, Pangan Lokal, Pangan 

Beragam, dan Kelestarian Hutan & 

Lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan skema yang dibuat 

oleh Harris & Herforth (2012), didapatkan 

Production-Own Consumption Pathways 

merupakan skema yang dapat menjelaskan 

bagaimana argumen OMS dapat  

meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. 

Pathway ini, menggarisbawahi keterkaitan 

antara kepemilikan produksi pangan akan 

Figure 1. Pathway Argumen Organisasi Masyarat SIpil 
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meningkatkan konsumsi pangan. Pathway 

ini menggambarkan bagaimana petani skala 

kecil memproduksi pangan untuk tujuan 

untuk konsumsi rumah tangga untuk 

mengamankan akses ke pangan terlebih 

dahulu. Kelebihan pathway ini adalah, 

ketika petani sudah memenuhi keperluan 

pangannya terlebih dahulu, hasil pertanian 

juga dapat dijual, sehingga petani 

mendapatkan tambahan pendapatan. Maka 

Income-Food Purchase Pathway juga 

dimungkinkan bekerja pada pathway ini.  

Key components of enabling environment 

akan mempengaruhi bagaimana petani 

mengambil keputusan. Misalnya, 

bagaimana akses petani pada natural 

resources akan sangat memengaruhi 

kegiatan produksi petani. Pathway ini 

menunjukan bahwa production own dapat 

berperan pada peningkatan akses pangan 

dan akhirnya dapat meningkat status gizi. 

Selanjutnya, didapatkan enam tema 

besar yang menjadi alasan pemerintah 

mengapa Food Estate dapat meningkatkan 

ketahanan pangan dan gizi. Enam tema 

tersebut adalah Swasembada Pangan, 

Stabilitas Pasokan dan Harga, Perdagangan 

dan Ekonomi, Pertanian Modern untuk 

Kesejahteraan Petani, Upaya 

Penganekaragaman Pangan, dan Menjadi 

Lumbung Pangan Dunia. Berdasarkan tema 

argumen yang dikeluarkan pemerintah, 

peneliti mencoba memahami melalui 

pathway apa argumen pemerintah dapat 

meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. 

Hal ini digambarkan dalam skema berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income-Food Purchase Pathways 

merupakan skema yang dapat menjelaskan 

bagaimana argumen pemerintah terhadap 

Food Estate dapat  meningkatkan ketahanan 

pangan dan gizi. Pathway ini, 

menggarisbawahi keterkaitan antara 

pendapatan dan konsumsi pangan. Petani 

menggunakan pendapatan untuk membeli 

bahan pangan. Kelebihan pathway ini 

adalah, pendapatan yang dimiliki oleh 

petani dapat dikeluarkan untuk pembiayaan 

yang lain, misalnya untuk layanan 

kesehatan.  Key components of enabling 

environment akan mempengaruhi 

bagaimana petani mengambil keputusan. 

Misalnya, bagaimana petani memutuskan 

membeli bahan pangan, akan sangat 

tergantung dengan tingkat pengetahuan 

mengenai pentingnya pengetahuan 

mengenai gizi yang baik, bahwa konsumdi 

pangan harian haruslah cukup secara 

kuantitas, bergizi serta beragam. Pathway 

ini menunjukan bahwa agricultural income 

dapat berperan pada peningkatan akses 

pangan dan akhirnya dapat meningkat 

status gizi. 

Baik Masyarakat Sipil dan 

Pemerintah, memiliki tujuan akhir yang 

Figure 2. Pathway Argumen Pemerintah 
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sama, yaitu mencapai Ketahanan Pangan, 

seperti yang disebutkan oleh salah satu 

informan, 

 

“kita setuju pak bahwa kita harus 

tahan pangan, semua negara pasti 

menginginkan itu, semua presiden 

pasti punya cita-cita itu, 

pemerintah juga sama..” 

 

Kedua pathway yang digambarkan 

berdasarkan argumen masing-masing pihak 

menunjukan bahwa terdapat beberapa jalur 

untuk mencapai status gizi yang baik. 

Pathway manapun akan mengantarkan kita 

pada tujuan yang sama. Agar tujuan 

tercapai dengan baik, implementasi 

kebijakan atau program hendaknya merujuk 

pada Synthesis Of Guiding Principles On 

Agriculture Programming For Nutrition 

yang sudah dirumuskan FAO (2013), yaitu 

1) pada tahap planning, hendaknya para 

aktor yang terlibat melakukan asesmen 

konteks dengan indikator do no harm, 

menetapkan nutrition objectives sejak tahap 

perencanaan, memaksimalkan potensi dan 

kesempatan, melakukan kordinasi 

multisektoral, serta membuka akses yang 

adil pada sumber daya, 2) pada tahap 

implementation, poin yang harus jadi 

perhatian adalah adalah penganekaragaman 

produksi pangan, peningkatan produksi 

pangan yang tinggi kandungan gizi seperti 

buah, sayur, sumber hewani, kacang-

kacang serta pangan spesifik lainnya, 

menekan food loss pada proses produksi 

pangan, pemberdayaan perempuan, 

peningkatan pendidikan gizi, serta 

manajemen sumber daya yang baik, 3) 

aspek supporting berjalan pada proses 

planning maupun implementation, secara 

bersamaan, upaya yang dilakukan pada 

aspek supporting ini adalah memantau 

koherensi kebijakan, menerapkan tata 

kelola yang baik, meningkatkan kapasitas 

pelaku sistem pangan, serta menerapkan 

komunikasi dan advokasi yang efektif. 

Dengan melakukan penekanan perhatian 

pada aspek planning, implementation dan 

supporting, diharapkan tujuan berupa 

peningkatan status gizi melalui pertanian 

dapat terwujud. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa 

koherensi Kebijakan Food Estate dengan 

Kebijakan Ketahanan Pangan dalam hal 

penganekaragaman persediaan pangan 

cukup baik namun belum optimal, sebab 

tidak ditemukan objektif 

penganekaragaman persediaan pangan yang 

sesuai dengan skor pola Pangan Harapan 

ataupun Gizi Seimbang tertulis pada 

kebijakan Food Estate. Inkoherensi ini 

disebab kan oleh aktor kebijakan, faktor 

situasional, struktural dan eksogen pada 

konteks, serta tahapan proses pembuatan 

kebijakan Food Estate berhubungan erat 

dan saling mempengaruhi koherensi 

kebijakan. 

Analisis Kerangka Koalisi Advokasi 

menjelaskan bahwa Organisasi Masyarakat 

Sipil memiliki tujuan yang sama dengan 

pemerintah, yaitu mencapai ketahanan 

pangan, namun OMS memiliki kepercayaan 

yang berbeda mengenai pendekatan yang 

tepat untuk mencapai ketahanan pangan dan 

gizi. 
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